
Bupati di Negeri Darurat Narkoba 

Di tengah ekspektasi tinggi masyarakat Sumatera Selatan terhadap raihan prestasi di berbagai 

bidang, Minggu 13 Maret 2016 kemarin, provinsi ini dapat dikatakan memiliki satu raihan 

prestasi baru. Namun sayangnya, prestasi yang dimaksud bukanlah prestasi yang membuat 

rakyat provinsi ini berdiri dengan kepala tegak, namun justru dengan menggelengkan kepala. 

Jika kita sebelumnya banyak disuguhkan perilaku korup para kepala daerah, maka hari minggu 

kemaren kita disuguhkan perilaku perdana seorang kepala daerah (berusia muda) hasil pilkada 

serentak pertama sedang berpesta narkoba. Peristiwa ini jelas menjadi “prestasi” yang bukannya 

membuat rakyat bangga, namun justru malu. 

 

Bukan Isu Baru 

Rasanya juga sudah sering kita mendengar bahwa Indonesia saat ini telah masuk kondisi darurat 

narkoba, namun rasanya pula, pemberitaan tentang penyalahgunaan narkoba tidak pernah absen 

dari media massa kita. Terkait kasus yang menimpa bupati OI sendiri, isu terkait narkoba 

sebenarnya bukanlah isu baru. Jika dicermati sebelum pelaksanaan pilkada langsung, isu salah 

satu balon bupati OI kala itu telah terindikasi narkoba. Namun karena tidak adanya bukti serta 

adanya kekhawatiran jika isu ini diteruskan akan menjadi salah satu upaya politisasi dan 

kampanye hitam, maka isu ini menguap begitu saja. Pun begitu, konfirmasi dari BNN kemarin 

seolah ingin menegaskan bahwa isu narkoba di antara balon bupati saat itu -dalam hal ini terkait 

dengan bupati OI terpilih- bukanlah isapan jempol semata. BNN mengakui bahwa AW Noviadi 

telah “diawasi” kurang lebih tiga bulan terakhir. Bahkan pernyataan petugas BNN kembali 

mengejutkan kita semua dimana BNN menyatakan bahwa AW Noviadi ketika dilantik habis 

memakai narkoba.  

 

Kejahatan Sistemik 

Ada beberapa hal yang menarik untuk diikuti selanjutnya adalah buntut dari kasus ini. Pertama, 

seperti yang kita pahami bahwa kejahatan narkoba juga dapat digolongkan sebagai kejahatan 

sistemik yang melibatkan banyak orang didalamnya, sehinga perlu untuk mendefinisikan antara 

bandar, pengedar hingga pemakai narkoba. Dalam kasus ini, Bupati OI dapat digolongkan 

sebagai pemakai narkoba. Namun begitu, menarik untuk dilihat apakah perlakuan dan hukuman 

yang nanti diterima sang Bupati hanya sebatas hukuman bagi pemakai yang notabene paling 

ringan jika dibandingkan dengan Bandar dan pengedar, mengingat posisinya sebagai pejabat 

publik setingkat Bupati hasil pilkada langsung. Kedua, sebagai kejahatan sistemik, jelas bahwa 

kasus ini tidak hanya melibatkan Bupati OI seorang saja. Bahkan ketika peristiwa penggerebekan 

terdapat nama-nama pejabat dan mantan pejabat pula. Namun yang menarik, mereka-mereka 

yang ada di lokasi kejadian -dalam hal ini rumah pribadi sang bupati- terkesan diam atas 

kenyataan ini dan malah mengupayakan perlindungan terhadap sang Bupati. Tengok saja 

bagaimana sang ayah Bupati dan beberapa penjaga rumah -yang disinyalir anggota satpol PP- 

malah menghalang-halangi petugas BNN untuk menyisir lokasi kejadian. Ini belum ditambah 

lagi dengan keberadaan sang wakil Bupati ketika peristiwa penangkapan, walau sang wakil 



bersih dari narkoba. Mengingat fakta ini maka menarik pula untuk diketahui apakah mereka-

mereka yang diam dan malah melindungi sang Bupati dapat pula dikenakan hukuman, 

mengingat kejahatan Narkoba juga merupakan kejahatan luar biasa, dimana pihak-pihak yang 

diam dan bahkan melindunginya dapat dikenakan sanksi. Ketiga, bagaimana bisa posisi seorang 

Bupati yang telah lama terindikasi narkoba bisa lolos dari pemeriksaan narkoba ketika 

pencalonannya dan bahkan dalam hal ini memenangkan pemilihan. Seperti yang kita pahami 

bahwa ketika pencalonan di tingkat KPU maka ada kewajiban untuk tes kesehatan secara 

menyeluruh bagi pasangan calon yang akan maju dalam pemilihan. Cek kesehatan ini kemudian 

dilakukan oleh dokter dan rumah sakit pemerintah bertipe A. Yang menarik, AW Noviadi 

dinyatakan bersih dan sehat dalam pemeriksaan kesehatan. Hal ini tentu bertolak belakang 

dengan pernyataan BNN yang mengungkapkan sang Bupati telah lama mengonsumsi narkoba. 

Berangkat dari fakta ini jelas bahwa ada pihak-pihak yang sepertinya sengaja meloloskan sang 

Bupati dalam pemeriksaan kesehatan dengan menegasikan kenyataan bahwa yang bersangkutan 

adalah pengonsumsi narkoba. Untuk itulah perlu kita dukung upaya Menteri Dalam Negeri yang 

menginstruksikan untuk mengusut pihak-pihak -dalam hal ini dokter dan rumah sakit- yang 

meloloskan sang Bupati dalam pemeriksaan kesehatan dan sanksi apa yang kelak akan 

ditimpakan kepada mereka. Walhasil, apapun itu, peristiwa ini jelas mencoreng nama baik 

provinsi ini yang sedang bergerak maju. Peristiwa ini juga menyadarkan kita bahwa kejahatan 

narkoba telah semakin serius dan semakin menegaskan bahwa upaya perlawanan terhadap 

narkoba perlu diperkeras agar tidak  terulang lagi di masa yang akan datang. Semoga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


